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Kakao (Theobroma cacao) yang artinya Santapan 
Dewata merupakan komoditi strategis karena 
disamping merupakan komoditi perdagangan 
internasional yang memiliki nilai yang tinggi, juga 
karena kegiatan usaha ini 95% melibatkan petani 
kecil. Di Kabupaten Sikka, masyarakat telah mengenal 
kakao sejak tahun 1960-an. Awal dekade 1970 pusat 
produksi kakao hanya di Kecamatan Kewapante 
dan Kecamatan Bola, sekarang berkembang menjadi 
tanaman perkebunan utama di 17 dari 21 kecamatan 
(kecuali Kec. Alok, Alok Barat, dan Magepanda). 
Sikka kemudian menjadi penghasil kakao terbesar di 
NTT. 
Kakao di Sikka merupakan komoditi penyumbang 
pendapatan utama bagi petani. Jumlah petani 
Kakao di Sikka sebanyak 33.278 kepala keluarga 
(Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan 
Perkebunan - Distanbun: 2011). Namun demikian 
usaha perkebunan Kakao di Sikka masih dalam skala 
usaha pertanian tradisional. Lahan untuk budidaya 
kakao dimiliki oleh petani secara pribadi (keluarga), 
dengan rata-rata tingkat kepemilikan lahan kurang 
dari 0,5 Ha. Hanya 7% petani yang memiliki lahan 
lebih dari 1, dan hanya 10% petani yang memiliki 
lahan 1 ha atau lebih. Total lahan yang digunakan 
untuk budidaya kakao hingga tahun 2012 mencapai 
22.257 ha.
Luas kepemilikan lahan kakao petani semakin 
hari semakin berkurang sebagai akibat desakan 
demografi s. Peningkatan luas kebun kakao sudah 
tidak memungkinkan lagi, kecuali mengganti 
jenis tanaman lain yang sudah ada dengan 
tanaman kakao. Pemda tidak memiliki kebĳ akan 
untuk mempertahankan luas usaha kakao, atau 
menyediakan lahan untuk pengembangan usaha 
kakao di Sikka. Dengan demikian produksi kakao di 
Sikka cenderung stagnan bahkan menurun.
Sampai dengan tahun 2003 rata-rata produksi kakao 
di Sikka mencapai 14.333,2 ton/tahun dengan nilai 
nominal Rp.372.663.200.000,-. Namun mulai tahun 
2004 produksi kakao terus menurun hingga 54% 
atau hanya sebesar 7.739,93 ton. Pada tahun 2012 
dari total luas lahan sebesar 22.257 Ha total produksi 
hanya sebesar 7.151 ton. Meski demikian luas lahan 
dan produksi kakao Sikka masih tertinggi di NTT. 
Produksi kakao NTT tahun 2012 mencapai 12.978 
ton (menduduki peringkat ke-5 secara Nasional), 
dengan luas areal 46.245 ha. Artinya sumbangan 
Sikka terhadap produksi kakao di NTT mencapai 
55,1%, sedangkan luas lahan sikka adalah 48,1% dari 
luas lahan kakao di NTT. Meski sumbangan terhadap 
produksi kakao di NTT adalah yang terbesar 
dibandingkan daerah lainnya, namun rata-rata 
produktivitas tanaman kakao di Sikka hanya sebesar 
321 kg/ha/tahun jauh dibawah rata-rata nasional 
yang mencapai 900 kg/ha/tahun. 
Penurunan produksi kakao tersebut setara dengan 
kehilangan PDRB Rp.201,2 Milyar per tahun. 
Kehilangan PDRB sebesar itu mengakibatkan 
penurunan aktivitas multiplier eﬀ ect roda 
perekonomian di Sikka berupa penurunan konsumsi 
barang dan jasa, produksi menurun, serapan tenga 
kerja dan bahan baku menurun, distribusi pendapatan 
masyarakat dan akhirnya masyarakat di sentra kakao 
terpuruk. Pengaruh penurunan produktivitas kakao 
di Sikka sangat besar karena kontribusi komoditi 
ini terhadap PDRB Sikka mencapai 8,46%(bersama 
dengan komoditi perkebunan lainnya).
Identifi kasi awal beberapa penyebab terjadinya 
penurunan produktivitas tanaman kakao antara 
lain adalah faktor umur kakao sudah tua, sebagian 
besar sudah lebih dari 30 – 45 tahun. Selain itu juga 
terjadinya ledakan organisme pengganggu tanaman 
(OPT), dan pola tanam yang tidak mengikuti 
cara bercocok tanam yang baik (Good Agricultural 
Practicess-GAP).
Pemda selama ini mencanangkan bisnis pertanian 
kakao sebagai salah satu motor penggerak 
ekonomi daerah, namun tidak banyak memiliki 
program kongkrit dalam pengembangan pertanian 
kakao. Koordinasi antar instansi terkait dalam 
pengembangan kakao juga dirasakan belum optimal, 
akibatnya pelaksanaan program yang minim tersebut 
juga kurang efektif. Usaha kakao dibiarkan tumbuh 
sendiri tanpa dukungan yang signifi kan dari pemda. 
Akibatnya perkembangan usaha kakao kurang 
optimal dan cenderung terus mengalami penurunan. 
Untuk itu harus ada kebĳ akan dan program kegiatan 
yang konkrit untuk mendorong pertumbuhan usaha 
kakao di Sikka.
B. PERUMUSAN MASALAH
Dari sekian banyak persoalan dalam pengembangan 
usaha kakao di Sikka, secara umum permasalahan 
utamanya adalah rendahnya produktivitas dan 
cenderung mengalami penurunan. Dari konsultasi 
dengan para stakeholders di Sikka, akar masalah 
dari rendahnya produktivitas kakao di Sikka 
dikelompokan menjadi dua faktor utama, yakni: 
(1)Tanaman kakao tua;dan (2)Serangan hama dan 
penyakit. Persoalan terkait dengan rendahnya 
produktivitas tanaman kakao di Sikka dapat 
digambarkan dengan pohon masalah disamping.
A. LATAR BELAKANG
2 Pola Tanam yang Kurang Baik






























Lemahnya Koordinasi & Sinergi Program Lintas Sektor
Kurang Optimalnya Peran & Fungsi DKED
Umur Tanaman Kakao Serangan Hama Penyakit
PRODUKTIVITAS KAKAO RENDAH
Masing-masing faktor tersebut terjadi karena beberapa hal yang saling terkait, dan ada beberapa pihak yang 
memiliki perilaku yang dapat memicu permasalahan terjadi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
perumusan masalah di bawah ini:
Tabel 1. PERUMUSAN MASALAH
1) Masalah Produktivitas tanaman kakao rendah.
2) Indentifi kasi Akar 
Masalah: Penyebab
Pihak/Perilaku/Motivasi yang Berpengaruh
Aktor yang Terlibat Perilaku Menyumbang Motivasi
2.1 Tanaman kakao tua
1. Belum banyak Petani yang 
melakukan perawatan kebun 
secara baik (Good Agricultural 
Practicess-GAP).
2. Kurangnya pengetahuan 
petani untuk melakukan 
peremajaan dan perawatan 
kebun.
3. Tidak adanya insentif/subsidi 
dari pemda bagi petani yang 
memangkas/menebang pohon, 
sehingga khawatir sumber 
pendapatannya akan hilang 
setelah pohonnya ditebang.
4. Kesulitan mendapatkan bibit 
yang sesuai dengan kondisi 
Sikka.
5. Kekurangan sarana prasarana 
produksi dan modal usaha.
1. Petani 




3. Badan Ketahanan 
Pangan dan 
Penyuluhan (BKP2)
4. Dewan Koordinasi 
Ekonomi Daerah 
(DKED)
5. Dinas Koperasi dan 
UKM






2. Petugas PPL di BKP2 
minim dalam hal 
kapasitas dan jumlah 
pendamping.
3. Jumlah PPL 
Distanbun terbatas.












kehutanan, dll secara 
umum dirasa kurang 
mendukung.
1. Petani beranggapan 
menebang pohon adalah 
tabu karena ikatan 
emosional yang kuat 
dengan tanaman yang telah 
memberikan penghidupan 
kepadanya, selain itu ada 
kekawatiran bila menebang 
pohon akan kehilangan 
pendapatan selama 
pohon yang baru belum 
berproduksi.
2. Pendampingan yang 
dilakukan oleh PPL 
disesuaikan dengan 
keterbatasan dari sisi jumlah 
dan kapasitas PPL, serta 
sifat PPL yang polivalen/
umum dan ketersediaan 
anggaran.
3. Desain kelembagaan 
Distanbun menyebabkan 
kurang leluasa untuk 
pengembangan kakao 
khusunya untuk 
penyusunan program dan 
alokasi anggaran
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2.2. Serangan hama dan 
penyakit
1. Mayoritas Tanaman Kakao 
sudah tua.
2. Pola tanam yang kurang 
baik
3. Kesadaran petani untuk 
merawat kebun & melaku-
kan pemupukan rendah.
4. Kurangnya pengetahuan 
petani akan budidaya tana-
man yang baik.
5. Minimnya pendampingan 
kepada petani oleh petugas 
PPL karena keterbatasan 
kapasitas (ketersediaan dan 
kemampuan/pengetahuan 
karena PPL yang ada bersi-
fat umum).
6. Keterbatasan kapasitas 
dan jumlah PPL sehingga 
program sambung samp-
ing dan sambung pucuk 
beberapa mengalami 
kegagalan.






5. Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM)
6. Dinas Koperasi dan 
UKM
7. Lembaga Keuangan 
Perbankan
8. Lembaga Keuangan 
Koperasi
1. Petani tidak melakukan 
perawatan kebun den-
gan baik, salah satunya 
seperti penggunaan pu-
puk yang tidak tepat.
2. Ketiadaan pupuk khusus 
untuk kakao di Sikka, se-
mentara pupuk formula 
khusus untuk kakao 
tidak dĳ ual bebas.
3. Pendampingan BKP2/
PPL kepada petani un-
tuk membuat pupuk or-
ganik belum optimal. 
4. Kurang koordinasi 
pelaksanaan program 
antara Distanbun, BKP2, 
LSM (dalam DKED), 
seperti dalam hal peng-
gunaan PPL misalnya.
5. Belum optimalnya 
koordinasi Pemda den-




tif dalam sosialisasi 
program dan informasi 
tidak sampai kepada 
petani.
6. Lemahnya kelembagaan 
ekonomi petani baik 
yang berupa kelompok 
tani maupun yang beru-
pa koperasi baik dari 
sisi kapasitas maupun 
kekuatan hukum (legal 
formal),  
7. Minimnya pendamp-
ingan dan pelatihan 
yang dilakukan oleh 
Distanbun dan BKP2 
pada program-program 
bantuan yang dilakukan 
oleh pemerintah. Mis-
alnya: bantuan sarana 
dan prasarana produksi 
tanpa disertai pelatihan 
yang memadai.
1. Sebagian petani tidak 
melakukan perawatan 




2. Sebagian Petani 
melakukan pemupukan 
tidak dengan cara yang 
tepat, baik dosis dan 
waktu pelaksanaannya, 
sehingga hasilnya kurang 
optimal.
3. Petani menanam kakao 
tanpa memperhatikan 
jarak antar tanaman, 
pemangkasan, dan 
perawatan sanitasi kebun 
secara teratur sehingga 
kakao rentan terkena 
hama.
4. Program pendampingan 
petani yang dilakukan 
oleh Distanbun dan 
BKP2 dilakukan sebatas 
ketersediaan anggaran 
dan ketersediaan jumlah 
dan kapasitas PPL yang 
ada.
5. Kurangnya koordinasi 
antara Distanbun dan 
BKP2 salah satunya 
karena masih adanya ego 
sektoral. Untuk suatu 
urusan tertentu, di satu 
sisi masing-masing pihak 
merasa yang berwenang, 
untuk urusan yang lain 
menganggap merupakan 




sebatas proyek sehingga 




7. Lembaga keungan kurang 
percaya akan kemampuan 
petani untuk mengelola 
keuangan yang bersumber 
dari pinjaman. Perilaku 
juga terjadi karena 
kurangnya koordinasi 
lembaga keuangan dengan 
Pemda dan ketiadaan 
jaminan dan penjamin.
3) Pengaruh terhadap 
petani kakao
• Buah/bĳ i kakao yang dihasilkan kurang baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
• Petani tidak memiliki posisi tawar yang baik terkait dengan harga jual kakao.
• Pendapatan petani rendah dan kesejahteraan petani kurang.
• Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani kakao (regenerasi kurang berjalan).
4) Persepsi stakeholders • Petani belum memiliki pengetahuan yang baik untuk melakukan peremajaan dan perawatan tanaman kakao. Masih 
terbatasnya kesadaran petani dan terbatasnya program pendampingan yang dilakukan. Masih ada nilai tabu untuk 
melakukan pemangkasan terhadap tanaman yang sudah tua, selain itu keenganan juga terjadi karena tidak ada jaminan 
(subsidi) selama tanaman belum menghasilkan.
• Distanbun dan BKP2 masih belum optimal dalam melakukan pendampingan kepada petani dikarenakan keterbatasan 
jumlah PPL dan belum adanya sinergi program yang baik antar SKPD terkait. Selain itu koordinasi diantara kedua in-
stansi tersebut juga masih kurang karena adanya ego sektoral.
• Desain kelembagaan Distanbun dianggap kurang memberikan ruang dalam penyusunan program dan anggaran pelak-
sanaan program. Hal tersebut juga berdampak pada terhambatnya alur koordinasi antara Distanbun dengan BKP2. 
• Lembaga keuangan masih belum banyak memberikan kepercayaan kepada petani untuk mengakses kredit dikarenakan 
belum adanya jaminan dan penjamin yang dimiliki petani. Selain itu sosialisasi program atau produk layanan lembaga 
keuangan untuk petani kurang tersosialisasikan dengan baik.
• DKED belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai wadah koordinasi stakholder kakakao yang tergabung dalam 
anggotanya. Hanya bagian-bagian tertentu dalam DKED yang sudah berjalan dengan baik.
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Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan 
pada bagian sebelumnya, maka tujuan umum 
yang hendak dicapai adalah “Meningkatkan 
Produktivitas Tanaman Kakao di Sikka”. Sementara 
beberapa tujuan khusus untuk mewujudkan tujuan 
umum tersebut antara lain adalah melalui perubahan 
perilaku dari stakeholder/aktor yang berperan dalam 
kegiatan usaha kakao. Tujuan-tujuan khusus yang 
diharapkan dapat merubah perilaku stakeholder 
yang mendorong peningkatan produktivitas kakao 
di Sikka, adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kesadaran petani dalam melakukan 
perawatan tanaman kakao secara baik,
2. Mendorong Petani agar aktif tergabung dan 
terlibat dalam poktan dan organisasi ekonomi 
petani (koperasi),
3. Mendorong lembaga keuangan (Bank) 
memberikan kemudahan (skema) kredit bagi 
petani dan intensif dalam mensosialisasikan 
program-program untuk petani kakao,
4. Mendorong terjalinnya kerjasama antara lembaga 
keuangan dengan Pemda dalam menyediakan 
modal produksi kepada petani sebagai insentif 
bagi petani untuk melakukan perawatan tanaman 
kakao secara baik,
5. Meningkatkan peran BKP2 untuk lebih intensif 
melakukan penyuluhan dan pendampingan 
terhadap petani untuk mempraktikkan GAP (Good 
Agricultural Practises),
6. Meningkatkan peran Distanbun dalam 
menjalankan fungsi perencanaan dan 
implementasi program pemberdayaan petani 
kakao dengan lebih baik melalui borkoordinasi 
yang baik dengan BKP2,
7. Mendorong Dinas KUKM untuk membuat 
program atau menjadi avalis/penjamin bagi petani 
kakao,
8. Mengoptimalkan peran DKED dalam menjalankan 
fungsi koordinasi antar stakeholder khususnya 
dalam rangka peningkatan produktivitas kakao.
Berikut adalah identifi kasi dari tujuan perumusan 
kebĳ akan peningkatan produktivitas kakao:
Tabel 2 Identifi kasi Tujuan
1) Bagian masalah yang ingin diselesaikan: RENDAHNYA PRODUKTIVITAS TANAMAN KAKAO
2) Sasaran yang ingin dicapai: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TANAMAN KAKAO
3) Pelaku dan Perilaku:





4.Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan




b). Perilaku yang 
dinginkan
1.Petani melakukan perawatan tanaman kakao secara baik,
2.Petani aktif tergabung dan terlibat dalam poktan dan organisasi ekonomi petani (koperasi)
3.Lembaga keuangan (Bank) memberikan kemudahan (skema) kredit bagi petani dan intensif dalam mensosialisasikan 
program-program untuk petani kakao.
4.Lembaga keuangan bekerjasama dengan Pemda menyediakan modal produksi kepada petani sebagai insentif bagi petani 
untuk melakukan penebangan pohon dan peremajaan tanaman kakao.
5.BKP2 lebih intensif melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani untuk mempraktikkan GAP (Good 
Agricultural Practises)
6.Distanbun menjalankan fungsi perencanaan dan implementasi program pemberdayaan petani kakao dengan lebih baik 
melalui borkoordinasi yang baik dengan BKP2
7.Dinas KUKM menjadi avalis/penjamin bagi petani kakao.
8. DKED lebih optimal dalam menjalankan fungsi koordinasi antar stakholder khususnya dalam rangka peningkatan 
produktivitas kakao
4) Faktor yang Mendorong dan Mengambat:
a) Pihak yang dapat 
membantu
1. Program/Dana Pemerintah Pusat
2. Program/Dana Pemprov NTT
3. Komitmen dari Bupati
4. DKED: dapat lebih optimal memerankan fungsi koordinasi antar stakeholder kakao dalam upaya pemberdayaan petani 
kakao.
5. NGO
6. Gereja: Memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya merawat kebun.
b) Pihak yang dapat 
menghambat
1. Perbankan, ketatnya persyaratan formal dalam penyaluran kredit bagi petani kakao (menyulitkan petani untuk 
memenuhi ketentuan administratif/formal).
2. Pedagang pengumpul dan/atau tengkulak yang menawarkan persyaratan yang lebih ringan dari perbankan maupun 
koperasi.
c) Faktor yang mendorong 1. Keinginan kuat dari sebagian petani untuk meningkatkan taraf hidup dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan.
2. Komitmen dari Bupati dan Wakil Bupati: tercermin dalam Visi dan Misi: “Sika Satu yang Mandiri dan Sejahtera” , selain 
itu juga bertepatan dengan penyusunan RPJMD sehingga dapat dĳ adikan sebagai salah satu materi dalam RPJMD
3. Dukungan dari DPRD
4. Keberadaan DKED sebagai forum komunikasi dan koordinasi stakholder kakao.
5. Keberadaan program-program kegiatan NGO untuk pelatihan, penguatan kapasitas, dan pendampingan petani kakao.
d) Faktor yang 
menghambat
1. Keberatan petani untuk melakukan pemotongan, peremajaan tanaman kakao yang sudah tua karena ikatan emosional 
dan nilai-nilai (budaya) petani terhadap tanaman kakao yang merupakan warisan dan kontribusi bagi kehidupan mereka.
2. Desakan kebutuhan petani akan cash money
3. Persyaratan formal untuk mengakses permodalan di lembaga keuangan (perbankan).
4. Ketiadaan jaminan dari petani untuk mengakses perbankan.
5. Kemampuan anggaran Pemda Kab. Sikka untuk dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan penyuluhan. 
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D. ALTERNATIF TINDAKAN
Untuk mencapai tujuan kebĳ akan peningkatan 
produktivitas tanaman kakao di Sikka, maka 
dirumuskan berbagai alternatif tindakan non-
regulasi dan regulasi. Alternatif tindakan non-
regulasi yang relevan untuk dilakukan diantaranya 
adalah merancang program-program kegiatan untuk 
peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani, 
peningkatan kapasitas dan jumlah petugas penyuluh 
lapangan, dan optimalisasi koordinasi berbagai 
instansi terkait melalui DKED. Sementara alternatif 
regulasi yang dianggap relevan yakni memperkuat/
merumuskan payung hukum dari keberlanjutan 
setiap program pengembangan kakao maupun 
memperkuat kapasitas institusi DKED agar lebih 
optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. 
Berdasarkan alternatif tindakan yang ada maka 
masing-masing opsi dianalisis biaya dan manfaatnya, 
yakni sebagai berikut:
I. Do Nothing/Membiarkan Kondisi yang ada:
Apabila opsi ini dipilih maka usaha 
perkebunan kakao di Sikka tidak akan 
berkembang, produktivitas tanaman kakao 
tetap rendah, banyak tenaga kerja di pedesaan 
yang menganggur tidak terserap, pendapatan 
petani dan pedagang tidak meningkat. Pada 
akhirnya tidak terjadi percepatan perputaran 
perekonomian tidak optimal.
II. Penguatan kapasitas Petani dan Kelembagan 
Petani:
Penguatan kapasitas petani dan kelembagaan 
petani menjadi suatu alternatif mengingat 
bahwa salah satu penyebab rendahnya 
produktivitas tanaman kakao adalah pola 
tanam dan tinggkat pengetahuan petani yang 
masih rendah. Petani juga kurang memiliki 
akses dan kemampuan fi nansial sebagai modal 
usaha/produksi. Hal ini terjadi juga karena 
kelembagaan ekonomi petani masih lemah 
dan perlu untuk dikuatkan baik kemampuan 
maupun legalitasnya. Untuk itu diperlukan 
suatu kebĳ akan dan program untuk penguatan 
kapasitas petani dan kelembagaan petani. 
Beberapa kegiatan atau program yang dapat 
dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas 
petani dan kelembagaan petani, seperti:
 Pelatihan petani untuk bertani kakao 
secara baik (GAP); antara lain melalui 
menyediakan anggaran untuk pelatihan 
dan studi banding; 
 Memperkuat kelembagaan petani dari 
sisi kemampuan maupun kekuatan 
legalitasnya (badan hukum);
 Memperkuat dan mempertajam proram 
pemberdayaan petani dan kelompok tani; 
dan sebagainya.
III. Penguatan kapasitas dan jumlah PPL:
Salah satu penyebab rendahnya kapasitas 
petani adalah kurangnya pendampingan 
dari tenaga penyuluh (PPL) baik yang berada 
di BKP2 maupun yang ada di Distanbun. 
Persoalan lainnya adalah adanya keterbatasan 
dari tenaga PPL yang ada, baik dari sisi jumlah 
maupun kemampuan. Hal ini juga disebabkan 
PPL yang ada masih bersifat polivalen dan 
keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah. Dengan demikian 
penguatan atas kapasitas dan jumlah PPL, 
diyakini oleh stakeholder sebagai salah satu 
solusi untuk mengatasi persoalan rendahnya 
produktivitas kakao di Sikka. 
Beberapa kegiatan atau program yang dapat 
dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas 
dan jumlah PPL, diantaranya seperti:
 Penguatan kapasitas optimalisasi PPL yang 
ada secara fungsional di semua tingkatan 
pemerintahan;
 Penguatan dan restrukturisasi kelembagaan 
Distanbun; dan sebagainya.
 Meningkatkan koordinasi Distanbun 
dengan BKP2;
 Training of Trainer (TOT) dan sekolah 
lapang bagi PPL dan penambahan jumlah 
PPL minimal 1 orang satu desa;
 Optimalisasi peran penyuluh swadaya di 
masing-masing desa;
IV. Revitalisasi DKED melalui perubahan dasar 
hukum: 
Dari hasil konsultasi publik, salah satu akar 
masalah rendahnya produktivitas tanaman 
kakao di Sikka adalah kurangnya koordinasi 
program-program pengembangan dan 
implementasi program diantara para stakeholder. 
Peningkatan dan optimalisasi koordinasi 
antar pihak diperlukan untuk upaya-upaya 
peningkatan produktivitas kakao di Sikka. 
Sesungguhnya di Sikka sudah ada satu institusi 
yang berfungsi untuk mengkoordinasikan 
stakeholder, baik dari unsur pemerintah, swasta, 
petani, LSM dan sebagainya dalam rangka 
pembangunan ekonomi, yakni DKED. DKED 
dibentuk berdasarkan SK Bupati No.245/
HK/2012 tentang Pembentukan Dewan 
Kerjasama Ekonomi Daerah (DKED) Kab. 
Sikka. Dalam DKED ini dibentuk Forum 
Kakao Sikka, yang berfungsi untuk mencari 
solusi permasalahan dari usaha kakao. 
Mengingat strategisnya peran DKED, maka 
revitalisasi DKED melalui penguatan dasar 
hukum menjadi relevan sebagai salah satu opsi 
tindakan. 
Sebagai gambaran berikut ini adalah peran dari 
DKED: 
6 Memberikan masukan, usul-saran 
permasalahan ekonomi daerah serta 
berperan dalam merumuskan kebĳ akan 
pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat di bidang perekonomian;
 Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
memfasilitasi kajian-kajian potensi dan 
peluang perekonomian lokal untuk 
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 
dalam rangka pemberdayaan ekonomi 
rakyat;
 Menjadi mediator antara BUMN/BUMD, 
swasta dan stakeholders dalam rangka 
pengembangan ekonomi daerah dan; 
 Melakukan monitoring, evaluasi dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan 
program umum perekonomian daerah.
Revitalisasi DKED dapat dilakukan dengan 
membuat Perda/Perbub yang didalamnya 
antara lain untuk: Memperjelas, Mempertegas, 
dan Memperluas cakupan/fungsi, Struktur, 
Kewenangan DKED.
Dari alternatif tindakan yang dirumuskan diatas, ada 
dua kebĳ akan bukan pengaturan dan satu tindakan 
regulasi yang dapat dilakukan. Proses screening 
terhadap tiga alternatif di atas tidak dilakukan karena 
keduanya dapat dilakukan dari satu peraturan, yaitu: 
1. Meningkatkan anggaran belanja pemerintah 
untuk pembiayaan aspek legal, pembinaan 
petani, kelompok tani, petugas penyuluh 
(sosialiasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, 
dan sebagainya), dan pengembangan usaha 
pembiayaan mikro di tingkat petani.
2. Pengalokasian anggaran oleh Pemda atau 
instansi terkait serta memfasilitasi agar petani 
kakao lebih mudah memperoleh pinjaman dari 
lembaga pembiayaan. 
3. Kebĳ akan lain, baik dalam bentuk Perda/Perbub, 
maupun berupa program disusun berdasarkan 
pada dua alternatif tindakan yang digabung 
sebagai berikut: Pemerintah menetapkan 
mekanisme proses pembinaan kepada petani 
kakao, kelompok tani melalui penyediaan 
informasi, pengembangan usaha (manajemen, 
pemasaran dan teknologi), pelatihan dan 
subsidi. Selain itu program peningkatan 
kapasitas dan jumlah PPL juga harus dilakukan. 
Aturan main tersebut kemudian dĳ adikan dasar 
aturan main masing-masing stakeholder yang 
terlibat dan tergabung dalam DKED.
E. ANALISIS MANFAAT-BIAYA
Dalam metode RIA, langkah penting untuk 
menentukan alternatif tindakan yang akan dipilih 
dilakukan dengan menggunakan analisis manfaat 
dan biaya. Analisis manfaat dilakukan untuk melihat 
berbagai kebaikan yang muncul dari diterapkannya 
suatu tindakan. Sementara analisis biaya dilakukan 
untuk mengidentifi kasi komponen biaya/kerugian 
apa saja yang dikeluarkan sebagai dampak dari 
diterapkannya suatu tindakan/regulasi. Analisis 
manfaat dan biaya ini dilakukan pada setiap alternatif 
tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis 
manfaat dan biaya ini berfungsi sebagai alat untuk 
mengklarifi kasi ketepatan penyusunan masalah dan 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pola manfaat dan biaya yang terjadi pada tiga 
opsi tindakan tersebut di atas relatif seragam dan 
konsisten setiap tahun, maka analisis manfaat dan 
biaya dilakukan dengan menghitung manfaat dan 
biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, 
proses RIA tidak perlu dilakukan diskonto untuk 
mendapatkan nilai sekarang (present value). Opsi 
yang terbaik adalah yang menghasilkan manfaat/
biaya tahunan (rata-rata) yang positif.
Berdasarkan hasil identifi kasi masalah dan tujuan 
yang akan dicapai, berikut analisis manfaat dan 
biaya yang dilakukan pada masing-masing alternatif 
tindakan yang dipilih.
Alternatif Pertama: Do Nothing
Alternatif Kedua: Penguatan Kapasitas dan 
Kelembagaan Petani 
Alternatif Ketiga: Penguatan Kapasitas dan 
Penambahan Jumlah PPL
Alternatif Keempat: Revitalisasi Peran dan 
Fungsi DKED
Untuk memilih alternatif tindakan yang terbaik 
dilakukan analisis manfaat dan biaya. Langkah 
pertama yang dalam analisis biaya dan manfaat 
adalah menentukan indikator manfaat atau biaya 
yang diterima oleh masing-masing stakeholder apabila 
masing-masing alternatif tindakan dilakukan. 
Besarnya manfaat atau biaya ditunjukkan/diukur 
dengan indeks skor dengan skala -3 sampai dengan 
3. Dimana angka positif menunjukkan manfaat yang 
didapat oleh setiap stakeholder, dan angka negatif 
menunjukkan biaya/kerugian yang ditanggung oleh 
stakeholders. Sementara angka 0 (nol) menunjukkan 
tidak ada biaya maupun manfaat (netral), atau 
kondisinya tidak berubah. Semakin besar angka 
berarti semakin besar manfaat yang diperoleh, dan 
semakin kecil angka berarti biaya yang ditanggung 
semakin besar, seperti terlihat pada tabel di bahwa 
ini.
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Tabel 3. Skor Indeks Manfaat dan Biaya
Manfaat Netral Biaya
3 = Manfaat Besar
0 = Netral/Tidak Ada Pengaruh/
Tidak Ada Perubahan
-3 = Biaya besar
2 = Manfaat Sedang -2 = Biaya Sedang
1 = Manfaat Kecil -1 = Biaya Kecil





I II III IV
Pemerintah Daerah 
(Distanbun)
1. Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi Distanbun. -1 3 3 2
2. Kemudahan koordinasi antar SKPD dan stakeholders. -1 1 2 3
3. Efi siensi kinerja program Distanbun. -1 1 3 2
4. Pelaksanaan pendampingan petani. -1 3 3 2
5. Kapasitas dan jumlah PPL di Distanbun. -1 3 3 1
6. Efi siensi pelaksanaan program bantuan ke petani oleh Distanbun. -1 3 1 2
7. Alokasi Anggaran (APBD) untuk penyusunan regulasi dan/atau program. 0 -2 -2 -1
8. Biaya operasional (staf, sarana & prasarana, sosialisasi). 0 -1 -1 -1
Sub Total Manfaat/Biaya Pemda (Distanbun) -6 11 12 10
BKP2 1. Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi. -1 2 3 3
2. Kemudahan koordinasi antar SKPD. -1 1 2 3
3. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan. -1 3 3 2
4. Efi siensi pelaksanaan pendampingan. -1 1 2 3
5. Pengetahuan & keterampilan PPL. -1 3 3 2
6. Ketersediaan/Kecukupan PPL tiap desa. -1 1 3 2
7. Ketepatan sasaran program. -1 1 3 3
8. Biaya operasional kegiatan (pemenuhan sarana & prasarana). 0 -2 -2 -1
9. Biaya pendampingan (kebutuhan pendamping). 0 -3 -3 -1
Sub Total Manfaat/Biaya BKP2 -7 7 14 16
Dinas KUKM 1. Koordinasi dan sinergi program. -1 1 0 3
2. Ketepatan sasaran program. -1 1 0 1
3. Optimalisasi tugas dan fungsi dalam rangka pembinaan poktan dan gapoktan. -1 3 0 2
4. Sosialisasi dan deseminasi program bantuan. -1 1 1 2
5. Penambahan alokasi anggaran. 0 -2 0 -1
Sub Total Manfaat/Biaya Dinas KUKM -4 4 1 7
DPPKAD 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan usaha perdagangan kakao. -1 2 2 2
2. Biaya Operasional. 0 -1 -1 -1
Sub Total Manfaat/Biaya DPPKAD -1 1 1 1
DKED/Bappeda 1. Keberlangsungan pelaksanaan program. -1 1 1 2
2. Optimalisasi koordinasi dan sinergi program dengan SKPD dan stakeholders lain. -1 1 1 3
3. Ketepatan sasaran program. -1 1 1 2
4. Biaya operasional koordinasi dan kegiatan. 0 0 0 -1
5. Kebutuhan tim teknis. 0 0 0 -1
Sub Total Manfaat/Biaya Bappeda/DKED -3 3 3 5
DPRD 1. Penyaluran Aspirasi Konstituen 0 1 1 3
Petani 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani. -1 3 3 2
2. Penguatan kapasitas petani kunci. -1 3 2 2
3. Keberlangsungan program pelatihan dan pendampingan kepada petani. -1 3 3 2
4. Ter-advokasinya permasalahan petani. -1 3 3 3
5. Tingkat kualitas dan kuantitas kakao. -1 3 3 2
6. Akses terhadap permodalan/keuangan. -1 3 2 2
8. Stabilitas dan standarisasi harga kakao. -1 2 2 2
9. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan. -1 3 2 2
10. Biaya modal produksi. 0 -3 0 0
11. Akses informasi harga dan informasi lainnya. -1 3 0 2
Sub Total Manfaat/Biaya Petani -9 23 20 19
Tabel 4. Ringkasan Analisis Manfaat & Biaya
8Pedagang pengumpul 1. Kemudahan mendapatkan bĳ i kakao. -1 1 1 1
2. Kualitas dan kuantitas kakao. -1 3 2 1
3. Standar harga kakao. 1 -1 -1 -2
4. Keuntungan/laba. 1 -1 -1 -2
5. Biaya operasional. -1 -1 -1 -2
Sub Total Manfaat/Biaya Pedagang Pengumpul -1 1 0 -4
Pengusaha dari luar 
Sikka
1. Kemudahan (akses informasi) & kepastian mendapatkan bahan baku. -1 3 2 3
2. Kualitas dan kuantitas kakao. -1 3 3 3
3. Informasi standar harga kakao. 0 0 0 0
4. Keuntungan/laba. -1 3 2 2
5. Biaya operasional. -1 1 1 1
6. Akses informasi lainnya. -1 0 0 2
Sub Total Manfaat/Biaya Pengusaha dari Luar Sikka -5 10 8 11
Lembaga keuangan 
Koperasi
1. Kepercayaan koperasi kepada petani. -1 3 1 3
2. Modal/Aset koperasi. 0 2 1 2
3. Jumlah anggota koperasi. 0 3 1 3
4. Sosialisasi/Promosi program/produk layanan. -1 0 0 3
5. Biaya operasional. 0 -1 -1 1
6. Resiko kredit macet. -1 3 1 2
Sub Total Manfaat/Biaya Lembaga Keuangan Koperasi -3 10 3 14
Lembaga Keuangan 
Perbankan
1. Kepercayaan lembaga keuangan terhadap petani. -1 2 1 2
2. Sosialisasi/Promosi program/produk layanan. -1 0 0 3
3. Kesuksesan program/produk layanan (jumlah nasabah/kreditur). -1 1 1 2
4. Kepastian penjamin jika terjadi masalah. -1 2 1 2
5. Biaya operasional. 0 -1 -1 1
6. Resiko kredit macet. -1 2 1 2
Sub Total Manfaat/Biaya Lembaga Keuangan Perbankan -5 6 3 12
LSM Lokal dan Inter-
nasional
1. Komitmen dan dukungan dari Pemda. -1 3 0 3
2. Keberlangsungan pelaksanaan program. 0 2 2 3
3. Koordinasi dan sinergi program dengan Pemda. -1 1 2 3
4. Optimalisasi pelaksanaan program pendampingan. -1 3 1 3
5. Ketepatan sasaran program. 0 2 1 3
6. Biaya operasional kegiatan. 0 -2 1 0
Sub Total Manfaat/Biaya LSM Lokal dan Internasional -3 9 7 15
TOTAL MANFAAT/BIAYA -47 86 73 109
Berikut adalah ringkasan biaya dan manfaat untuk 
masing-masing alternatif berdasarkan analisis diatas:
ALTERNATIF PERTAMA: DO NOTHING
Manfaat:
- Bagi pemerintah, tidak ada penambahan 
alokasi anggaran, artinya pemerintah tidak 
akan melakukan penambahan maupun 
pengurangan anggaran yang terkait dengan 
pengembangan sektor usaha kakao.
- Bagi pedagang pengumpul dengan tidak 
adanya tindakan upaya pengembangan 
program dan pengaturan sektor usaha kakao, 
dapat memperoleh marjin keuntungan yang 
besar karena posisi tawar mereka dalam 
pembentukan harga (standar harga) kakao jauh 
lebih kuat dibandingkan petani.
Biaya:
- Bagi pemerintah, dengan tidak melakukan 
tindakan apa-apa berarti optimalisasi tugas 
dan fungsi organisasi masih belum optimal. 
Koordinasi antar SKPD juga tidak optimal. 
Pengetahuan PPL dari pihak pemerintah juga 
tidak berkembang baik dari sisi kapasitas 
maupun ketersediaan. Akibatnya juga sasaran 
program menjadi tidak tepat.
- Daya tawar petani rendah sehingga pendapatan 
petani semakin menurun sehingga tingkat 
kesejahteraan petani pun semakin mengalami 
penurunan.
- Bagi lembaga keuangan, resiko terjadinya kredit 
macet meningkat dikarenakan pendapatan 
petani yang berkurang.
- Ketersediaan bahan baku bagi pedagang 
pengumpul dan pedagang besar berkurang, 
akibat semakin berkurangnya produktivitas 
kakao.
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ALTERNATIF KEDUA: PENGUATAN KAPASITAS 
DAN KELEMBAGAAN PETANI 
Manfaat:
- Bagi Pemda/Dinas terkait, adanya program 
penguatan kapasitas dan kelembagaan 
petani berarti terjadi optimalisasi fungsi, 
peran dan kinerja Dinas terkait (Distanbun 
& BKP2). Optimalisasi kinerja tersebut 
secara tidak langsung akan meningkatkan 
kemampuan teknis pendamping lapangan. 
Ikutan dari program ini tentunya memerlukan 
peningkatan kapasitas dan jumlah petugas 
pendamping petani (PPL).
- Adanya penguatan kapasitas dan kelembagaan 
petani berarti meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan petani baik dalam hal budidaya 
maupun dalam hal pengolahan pasca panen 
hingga pemasaran. Dengan meningkatnya 
pengetahuan dan keterampilan petani, akan 
merubah pola pikir petani untuk merawat 
kebun dan menerapkan praktik budidaya 
kebun yang baik (Good Agricultural Practices) 
sehingga dapat meminimalisir datangnya 
serangan hama dan penyakit tanaman.  
- Bagi pengusaha besar dan pedagang 
pengumpul, adanya peningkatan kapasitas 
dan kelembagaan petani akan memberikan 
manfaat tersendiri yakni adanya kemudahan 
untuk mendapatkan bĳ i kakao dan jaminan 
tersedianya pasokan bahan baku bĳ i kakao 
dengan kualitas yang sesuai dengan yang 
dikehendaki perusahaan (sesuai standar 
kualitas yang diinginkan). 
- Bagi lembaga keuangan, meskipun secara 
tidak langsung mendapatkan manfaat nyata 
dari adanya peningkatan kapasitas dan 
kelembagaan petani, namun bagi lembaga 
keuangan sendiri, adanya peningkatan 
kelembagaan petani akan mampu 
meningkatkan kepercayaan pihak bank pada 
petani, mengurangi resiko kredit macet, 
sehingga petani mendapat kemudahan dalam 
mengakses permodalan. 
Biaya:
- Bagi Pemda, pelaksanaan alternatif tindakan 
kedua ini membutuhkan dukungan alokasi 
Anggaran (APBD) untuk penyusunan 
regulasi dan/atau program, serta untuk 
biaya operasional (staf, sarana & prasarana, 
sosialisasi) dari Distanbun maupun BKP2 
yang diperuntukkan untuk pelaksanaan 
kegiatan ini.  
- Bagi petani sendiri, dengan adanya program 
ini, otomatis modal produksi yang diperlukan 
oleh petani juga akan meningkat. Namun 
dengan adanya kerjasama dengan berbagai 
stakeholder, penyediaan modal produksi 
tersebut dapat diupayakan secara bersama-
sama sehingga beban petani tidak terlalu 
besar.
ALTERNATIF KETIGA: PENGUATAN 
KAPASITAS DAN PENAMBAHAN JUMLAH PPL
Manfaat: 
- Bagi Pemda, melalui penguatan kapasitas 
dan jumlah PPL, sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan kinerja dinas terkait (Distanbun 
& BKP2). Melalui penguatan kapasitas dan 
penambahan jumlah PPL, maka program-
program pembinaan dinas terkait akan lebih 
mempermudah pencapaian target kinerja 
masing-masing instansi. 
- Penambahan jumlah PPL akan membantu 
pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada 
petani lebih mudah, jangakauan kerja akan 
semakin luas, dan beban kerja dari PPL sendiri 
akan lebih terbagi secara merata sehingga 
target capaian program dapat terlaksana 
dengan baik. 
- Dengan meningkatnya kapasitas penyuluh, 
maka penyuluh dapat melakukan pembinaan 
dan pendampingan secara maksimal kepada 
petani. 
- Penyuluh akan mampu memberikan transfer 
pengetahuan dan keterampilan mengenai 
praktik berkebun yang baik (GAP) sehingga 
secara tidak langsung akan dapat membantu 
petani dalam meningkatkan keterampilan 
petani tentang budidaya tanaman yang baik 
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 
kualitas dan kuantitas bĳ i kakao yang baik. 
- Bagi pengusaha dan pedagang pengumpul, 
manfaat secara tidak langsung dari adanya 
peningkatan kapasitas dan jumlah PPL 
didapatkan melalui adanya ketersediaan 
pasokan bĳ i kakao yang mencukupi dengan 
kualitas yang lebih baik.        
Biaya:
- Bagi pemda akan berdampak pada adanya 
penambahan biaya operasional dinas 
terkait. Khususnya penambahan alokasi 
untuk mengadakan pelatihan kepada PPL, 
biaya untuk penambahan jumlah PPL, dan 
biaya operasional pelaksanakan program 
pendampingan kepada petani. 
ALTERNATIF KE EMPAT: REVITALISASI PERAN 
DAN FUNGSI DKED
Manfaat: 
- Keberadaan DKED yang dibentuk dengan 
dasar hukum yang kuat akan dapat mengikat 
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semua stakeholder pemda untuk bekerja 
bersama-sama dan meningkatkan intensitas 
koordinasi lintas stakeholder menjadi lebih 
mudah. 
- Dengan peningkatan koordinasi yang lebih 
baik, akan tercipta sinergi program yang baik 
antar dinas terkait, Perbankan, Koperasi, LSM, 
dan stakeholders lainnya, sehingga program 
pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan 
secara terpadu. 
- Bagi petani, adanya penguatan DKED, 
dimana didalamnya terdapat multi stakeholder 
baik dari pemda maupun non pemda akan 
memberikan manfaat yang secara langsung 
dapat dirasakan oleh petani. Manfaat tersebut 
dapat melalui program pembinaan kepada 
petani secara lebih komprehensif dimulai 
dari hilir maupun hulu. Program pembinaan 
kepada petani dapat dilaksanakan secara 
lebih terpadu, tidak tumpang tindih dan 
berkelanjutan.  
Biaya:  
- Bagi pemda, alternatif tindakan yang 
keempat ini akan membutuhkan dukungan 
dana, artinya akan ada penambahan alokasi 
anggaran khusus yang akan diberikan 
guna kelancaran kegiatan program DKED. 
Meskipun pemda mengeluarkan anggaran 
tambahan, namun manfaat yang dihasilkan 
lebih besar dibandingkan penambahan 
anggaran yang dikeluarkan.  
F. ALTERNATIF TERPILIH
Berdasarkan hasil perhitungan biaya manfaat, biaya 
yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh 
pemerintah dan petani, dan masing-masing stakholder 
dapat disimpulkan bahwa alternatif keempat 
(Revitalisasi Peran dan Fungsi DKED) memberikan 
manfaat bersih yang paling besar dibandingkan 
dengan tiga alternatif yang lain. Pihak yang paling 
mendapat kerugian dari pilihan alternatif keempat 
adalah pedagang pengumpul/tengkulak. Sementara 
stakholder yang lain lebih besar menerima manfaat 
dari pada biaya yang harus ditanggung. Untuk pihak 
pemerintah biaya yang harus ditanggung adalah 
dalam pembuatan regulasi maupun untuk penerapan 
kebĳ akan dan programnya. Namun demikian, bila 
dilihat dari eksternalitas positif yang dihasilkan 
dapat berupa:
1) Peningkatan produktivitas kakao akan 
meningkatkan nilai dan volume perdagangan 
sehingga akan terjadi peningkatan PDRB 
Kabupaten Sikka;
2) Akivitas ekonomi yang meningkat sehingga 
menciptakan multiplier eﬀ ect tehadap aktivitas 
sosial ekonomi;
3) Pendapatan masyarakat meningkat, sehingga 
daya beli masyarakat yang meningkat;
4) PDRB meningkat;
5) Peningkatan pendapatan masyarakat 
meningkat, berdampak pada pembayaran pajak 
yang merupakan penerimaan pemerintah.
Kombinasi dari tindakan alternatif 2, 3, dan 4 
tentunya akan semakin memaksimalkan manfaat 
dan tercapainya tujuan untuk meningkatkan 
produktivitas tanaman kakao di Sikka. Dalam proses 
implementasi kegiatan perlu dipikirkan untuk 
mengkombinasi atau melaksanakan program secara 
simultan dari tiga opsi yang telah dirumuskan.
G. STRATEGI IMPLEMENTASI
Untuk mengefektifk an pengembangan usaha 
komoditi kakao melalui revitalisasi peran dan 
fungsi DKED, strategi implementasi yang harus 
dipertimbangkan adalah seperti tabel 4 dibawah ini:
Tabel 5. Strategi Implementasi
STRATEGI IMPLEMENTASI
1) Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih
a) Regulasi atau non regulasi • Gabungan Regulasi dan Non Regulasi
• Merekomendasikan hasil RIA ini (RIA Statement – RIAS) menjadi salah satu materi dalam RPJMD 
yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah. 
b) Bagaimana analisis persepsi tingkat 
kepatuhan
• Kepatuhan para pihak (stakeholders) terhadap kebijakan yang dibuat bisa terjadi karena kebijakan 
ini berasal dari aspirasi para stakeholder (Bottom Up). 
• Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada usaha kakao yang merupakan 
komoditi yang memberi sumbangan besar bagi perekonomian daerah dan melibatkan banyak 
pihak.
c) Bagaimana analisis biaya manfaat Kebijakan yang diambil berdasarkan analisa biaya dan manfaat secara kualitatif yang rasional, dan 
diambil berdasarkan manfaat yang lebih besar daripada biaya.
2) Bagaimana analisis kemungkinan alasan-alasan ketidakpatuhan
a) Identifi kasi kelompok-kelompok 
pendukung dan kelompok yang kurang 
mendukung
Kemungkinan stakeholder yang kurang mendukung antara lain: Pedagang pengumpul/tengkulak, 
dan Lembaga Keuangan Perbankan (karena ketentuan formal), sementara stakeholder yang lain 
mendukung.
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H. KONSULTASI PUBLIK
Konsultasi publik dilakukan terhadap setiap 
tahapan dalam proses RIA. Konsultasi dilakukan 
kepada berbagai pihak terkait, antara lain: petani, 
kelompok tani, pedagang, lembaga keuangan (Bank 
dan Koperasi), pihak pemerintah daerah (Bupati dan 
SKPD terkait), DPRD, akademisi, media masa, dan 
tokoh masyarakat. 
Konsultasi publik dilakukan dalam beberapa format, 
seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara 
dengan dengan stakeholders terkait untuk verifi kasi 
asumsi yang digunakan, publikasi melalui media 
b) Identifi kasi pengetahuan stakeholder 
akan alternatif tindakan yang akan 
dijalankan
Beberapa kemungkinan ketidakpatuhan terhadap regulasi/kebijakan yang dibuat antara lain:
• Derajat pengetahuan dan pemahaman kelompok yang dijadikan target regulasi terhadap regulasi 
yang akan dijalankan;
• Derajat kemauan kelompok target untuk mematuhi baik karena insentif ekonomi, kesadaran 
sebagai warga negara yang baik, penerimaan terhadap tujuan regulasi, atau tekanan dari pihak 
regulator; dan
• Derajat kemampuan kelompok target dalam memenuhi tuntutan regulasi.
3) Apakah jenis sanksi atau tindakan 
yang digunakan untuk mendorong 
kepatuhan
•Merekomendasikan hasil RIA ini menjadi salah satu materi dalam RPJMD yang sedang 
disusun oleh Pemerintah Daerah.
•Merekomendasikan Tim RIA untuk ditetapkan dengan SK Bupati sebagai pihak 
yang melaksanakan proses dan mengawal kertas kebĳ akan agar opsi terpilih dapat 
ditindaklanjuti.
•Pendekatan persuasif; 
•Peringatan secara verbal ataupun tertulis;
•MOU antara pihak yang berkepentingan;
•Sanksi administrasi;
•Peningkatan beban seperti tuntutan pembuatan laporan yang lebih ketat, inspeksi yang 
lebih intensif, dsb
4) Bagaimana bentuk sosialisasi 
yang dilakukan untuk mendorong 
kepatuhan
•Konsultasi Publik (FGD, Pertemuan Informal) kepada stakholder
•Pemaparan hasil/hearing dengan Bupati dan DPRD
•Publikasi dilakukan melalui media cetak dan diskusi publik di media elektronik di 
daerah.
a) Bagaimana efektifi tas sosialisasi yang 
dilakukan
Efektif
b) Bagaimana intensitas sosialisasi yang 
dilakukan
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Tabel 6. Metodologi Konsultasi Publik
cetak (leafl et) dan dialog interaktif di radio. Konsultasi 
publik dilengkapi dengan notulen pertemuan atau 
hasil wawancara.
Tabel di bawah ini memaparkan kerangka metodologi 
rencana yang digunakan untuk konsultasi publik 
yang sudah dan akan dilakukan dalam berbagai 
tahapan proses pembuatan kebĳ akan. Yang perlu 
dicatat bahwa perencanaan konsultasi publik ini 
harus dianggap sebagai dokumen yang fl eksibel 
yang dapat dirubah sesuai dengan perkembangan 
informasi yang diperoleh dari partisipan.
Metodologi Konsultasi Publik
1) Identifi kasi pihak mana sajakah yang relevan untuk dilakukan konsultasi
a)Pihak mana saja yang memiliki pengaruh lebih besar atas kebijakan 
yang disusun





b)Pihak mana saja yang memiliki pengetahuan yang luas atas permasala-
han yang sedang dibahas
1.Petani/Kelompok Tani
2.Pedagang (Buyers)
3.LSM Pendamping Petani Kakao
4.Akademisi; Peneliti/pemerhati kakao
2) Bagaimana mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan konsul-
tasi publik
•Pertemuan dengan stakeholders, pengamat ahli, pihak yang akan 
terkena akibat regulasi, dan masyarakat umum. Pertemuan tersebut 
dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: pertemuan kecil informal, 
formal (FGD) dan pertemuan besar seperti seminar dan simposium.
•Penunjukan badan konsultasi yang terus menerus dikonsultasi selama 
proses RIA.
•Publikasi draft  RIAS dengan meminta pembaca untuk memberikan 
masukan.
•Publikasi draft  regulasi dengan meminta pembaca untuk memberikan 
masukan terhadap draf tersebut.
•Publikasi draft  RIA yang relevan di internet dengan meminta pembaca 
untuk memberikan komentar melalui email.
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
3) Bagaimana penggunaan atas hasil konsultasi publik
a) Apakah ada publikasi atas hasil konsultasi publik Publikasi dibuat dalam bentuk laporan “RIA Statement” dan laporan 
penelitian draf kebijakan baik berupa hardcopy yang dipublikasikan 
melalui media cetak, disebarkan dalam diskusi publik baik secara 
langsung, maupun dalam bentuk soft copy yang disebarkan pada media 
elektronik di daerah (internet/website Pemda).
b) Apakah hasil konsultasi publik dapat merubah isi regulasi atau per-
masalahan yang sedang dibahas
Ditempatkan sebagai dokumen yang fl eksibel yang selalu dapat dirubah 
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